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RINGKASAN 

 

Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah 

dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember; 
Diana Septin Hariyanti, 120903101004; 2015: 50 Halaman; Program Studi Diploma 

III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.  
 

Sumber penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan berasal dari 

BUMN, BUMD, serta instansi-instansi pemerintah dan salah satunya adalah Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.  Salah satu penerimaan 

pajak yang diterima KPKNL Jember adalah Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan yang berasal dari lelang eksekusi. Pada KPKNL 

Jember khususnya pada seksi lelang hampir 80% (delapan puluh persen) menangani 

kasus atas lelang eksekusi pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Dari pengalihan 

hak atas tanah dan bangunan dari lelang eksekusi harus dilakukan pengenaan pajak 

pengahasilan final pasal 4 ayat 2. 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi 

perkantoran, (2) Mempelajari Materi yang terkait dengan Pajak Penghasilan atas 

Pengalihan hak atas tanah dan bangunan khususnya dari kegiatan Lelang. Prosedur 

Pengenaan Pajak Penghasilan atas Tanah dan Bangunan dimulai dari Pengajuan 

Permohonan Lelang, KPKNL Jember akan memverifikasi permohonan lelang 

tersebut. Setelah memverifikasi permohonan lelang tersebut maka Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember akan mengeluarkan penetapan 

tanggal, hari, dan jam lelang. Setelah itu pemohon lelang melakukan pengumuman. 

Peserta lelang dapat mengajukan penawaran lelang setelah menyetorkan uang 

jaminan penawaran lelang sesuai dengan pengumuman lelang. Peserta lelang 

mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui harga limit, 

yang ditetapkan penjual, disahkan sebagai pembeli oleh pejabat lelang saat 

melaksanakan lelang. Pajak Penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan 

bangunan sebesar 5% dipungut berdasarkan PP No.71 tahun 2008, Pajak Penghasilan 
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tersebut dipotong dan disetor oleh bendahara penerima KPKNL (offical assesment 

system). 
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1 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan dan biaya merupakan dua hal yang paling mengikat dan tidak 

dapat dipisahkan lagi. Pelaksanakaan pembangunan tidak lepas dari pembiayaan dan 

pengorbanan. Sumber pembiayaan pelaksanakaan pembangunan yang bersumber 

pada kemampuan dalam negeri yaitu dari sektor penerimaan negara bukan pajak dan 

dari sektor perpajakan. 

Pajak salah satu sektor penerimaan negara yang terbesar dan sudah tidak 

diragukan lagi mengingat penerimaan negara dari sektor industri, perdagangan, serta 

minyak dan gas (MIGAS) tidak stabil sehingga tidak bisa diandalkan sebagai sumber 

utama penerimaan negara. Dilihat pada tahun 2014 pendapatan dari sektor pajak 

sebesar 1.143,3 Triliun sedangkan pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak 

390,7 Triliun (http://beritasatu.com) 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Pajak 

diharapkan mampu mengatur kondisi ekonomi bangsa, ini sesuai dengan fungsi pajak 

yaitu fungsi budgetair yaitu berarti membiayai pengeluaran-pengeluaran. Disamping 

itu pajak mempunyai fungsi regulerend yaitu mengatur dalam arti bahwa pajak dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanakaan 

pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. 

Pajak di Indonesia bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan 

ekonomi sehingga menuntut adanya perbaikan secara sistem operasional. Perbaikan 

sistem operasional berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi 

perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia. 
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Sumber penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan berasal dari 

BUMN, BUMD, dan juga instansi-instansi pemerintah, salah satunya adalah Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Wilayah kerja Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember meliputi lima (5) kota 

yaitu Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Probolinggo. 

Beberapa jenis pajak yang dipungut atau dipotong dan dikenakan pada Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah: 

 

Penerimaan Negara yang diterima KPKNL Jember 

1. Dari Sektor Pajak 

Jenis Penerimaan Dasar Pengenaan 

(a) (b) 

Pajak Penghasilan Pasal 21 Penghasilan yang diterima Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

Pajak Penghasilan Pasal 22 Harga Pembelian barang 

Pajak Penghasilan Pasal 23 Jumlah Bruto atas Jenis Penghasilan 

(Jasa, Diveden, Royalti 

Pajak Pertambahan Nilai Harga beli atas pengadaan barang 

Pajak Penghasilan Final atas Tanah dan 

Bangunan 

Keseluruhan Harga Pokok Lelang 

2. Bukan Sektor Pajak 
 

(a) (b) 

Bea Lelang Pokok Lelang 

Biaya Pengurusan Piutang Negara Dari sisa hutang yang wajib dilunasi 

Sumber: KMK No. 36/KMK.06/2010 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 

 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


3 
 

 
 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki 

kelebihan untuk menangani lelang, karena baik lembaga pemerintah maupun lembaga 

swasta seperti BUMN, Koperasi, Perseroan Terbatas, Kepolisian, dan lain-lain tidak 

dapat melaksanakan lelang. Lembaga tersebut hanya dapat menyita dan melaporkan 

agar dilaksanakan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL)  Jember. Pada pelaksanakaan lelang, pejabat lelang tidak langsung 

menerima barang yang akan dilelang akan tetapi pemohon lelang harus memberikan 

data yang failit untuk menunjukkan barang yang akan dilelang. 

Sesuai dengan PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanakaan 

Lelang, lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan 

penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun 

untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Menurut 

Kepala seksi lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember 

yang sering ditangani dalam seksi lelang adalah Lelang Eksekusi atas Pengalihan Hak 

Atas Tanah dan atau Bangunan yang mencapai 80% (delapan puluh persen) dalam hal 

penanganannya.  

Dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari lelang eksekusi harus 

dilakukan pengenaan pajak pengahasilan final pasal 4 ayat 2. Sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tarif pengenaan pajak penghasilan final pasal 4 

ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5% dari jumlah bruto 

nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Sebesar 1% dari pengalihan hak atas 

tanah dan bangunan rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Serta bea lelang 

sebesar 1,5% untuk penjual dan 2% untuk pembeli lelang. Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menyetorkan hasil bersih lelang 

kepada Pemohon Lelang dan menyetor Bea lelang serta Pajak penghasilan final ke 

kas negara. 

Berdasarkan hasil uraian tersebut laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang 

dilaksanakan selama 1 (satu) bulan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
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Lelang (KPKNL) Jember, penulis mengangkat judul “Prosedur Pengenaan Pajak 

Penghasilan Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis ingin mengajukan 

rumusan masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final 

Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember Pendapatan Daerah Kabupaten Jember? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan 

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu: Ingin mengetahui dan memahami 

secara langsung Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final Atas Pengalihan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

a. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi 

diploma III; 

b. Memperoleh Pengalaman Kerja yang tidak pernah di dapat ketika di bangku 

kuliah; 

c. Sebagai sarana latihan kerja serta menerapkan Ilmu yang diterima di bangku 

kuliah,khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Final Atas Pengalihan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

d. Untuk melatih kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda 

antara teori dan praktek; 
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e. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas 

tentang Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final Atas Pengalihan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi dan Unsur Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Definisi pajak menurut Adriani (dalam Sumarsan, 2013:3) adalah iuran 

masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat 

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara 

untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Menurut Mardiasmo (2013;1) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

Iuran dari rakyat kepada Negara. 

a) Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

b) Berdasarkan undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undangserta aturan 

pelaksanaannya. 

c) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung 

dapat ditujuk.Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak  

Menurut Sumarsan (2013:5) Fungsi pajak ada dua, yaitu: 

a Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, 

yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 
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Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, 

negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. 

Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, 

belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan 

pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan 

dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun 

ke tahun harus ditingkatkan sesuai dengna kebutuhan pembiayaan 

pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari 

sektor pajak. 

b Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah 

masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi 

mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak 

dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan 

kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk 

mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan 

terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman 

modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam 

fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, 

pemerintah menetapkan bea masuk untuk produk luar negeri. 

 

2.1.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak  

Menurut Kartika (2006:17) terdapat beberapa teori yang menjelaskan 

pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, antara lain: 

a. Teori Asuransi 

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutn 

pajak seperti yang berlaku pada perjanjian asuransi, dimana perlindungan 
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yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan 

keamanan jiwa serta harta benda diperlukan suatu pembayaran. 

b. Teori Kepentingan 

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan 

pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. 

Masyarakat mem keamanan, fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, jalan, 

saluran irigasi dan banyak kepentingan lai yang sangat dibutuhkan masyarakat 

dari negaranya. Maka sudah selayaknya jika masyarakat menunaikan 

kewajiban perpajakannya kepada negara karena negara sudah mengeluarkan 

biaya untuk fasilitas umum tersebut. 

c. Teori Daya Pikul 

Dalam teori ini, keadilan dan keabsahan negara dalam memungut pajak dari 

warganya, didasarkan pada kemampuan dan kekuatan pada masing-masing 

anggota masyarakatnya, dan bukan pada besar kecilnya kepentingan. Yang 

dimaksud dengan kemampuan dan kekuatan dari warga adalah kemampuan 

dan kekuatan untuk menghidupi negaranya. 

d. Teori Bakti 

Penekanan teori terletak pada negara yang mempunyai hak untuk memngut 

pajak dari warganya sebagai tindak lanjut teori kepentingan dalam hal 

penyediaan fasilitas umum yang diselenggrakan oleh negara. Dengan pajak 

inilah masyarakat dapat menunjukkan salah satu baktinya kepada negara. 

Dalam teori ini, negara berperan sebagai “bapak” yang memberikan dan 

membiayai berbagai keperluan umum bagi “anaknya”, yaitu masyarakat. 

Sebagai anak yang berbakti terhadap bapaknya, masyarakat memberikan pajak 

kepada negara, sebagai tanggapan atas pemberian-pemberian itu. 

 

2.1.4 Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:5) pajak dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 
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1. Menurut Golongannya 

a) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan 

Tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  

2. Menurut Sifatnya 

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaann diri wajib pajak. 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya 

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiaya kebutuhan rumah tangga negara. 

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

 

2.1.5 Pelaksanaan Pungutan Pajak 

Menurut Purwono (2011:12) dalam hal ini kita mengenal beberapa azas 

pemungutan pajak dan system apa saja yang digunakan, maupun tarif yang 

dipergunakan. 

1. Asas Pemungutan Pajak 

a) Asas Domisili, yaitu bahwa pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan 

berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek 

pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak. 

b) Asas Sumber, yaitu bahwa pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap 

objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa 

memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 
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c) Asas Kebangsaan, yaitu bahwa status kewarganegaraan seseorang 

menentukan pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan antara 

warga negara indonesia dan warga negara asing itu berbeda. 

2. Cara Menentukan Besarnya Pajak 

Dalam menentukan besarnya pajak, yang menjadi ukuran adalah besarnya 

kekayaan atau pengahsilan nyata yang diperoleh wajib pajak. Untuk hal ini kita 

mengenal tiga jenis stelsel yaitu: 

a) Stelsel Rill atau Nyata (Riele Stelsel) 

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang 

sesungguhnya, yang benar-benar ada, dan dapat ditunjuk. Sebagai contoh, 

dalam pajak penghasilan, yang dimaksud penghasilan disini adalah penghasilan 

sesungguhnya yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun baru diketahui 

akhir tahun sehingga pengenaan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir 

tahun. 

b) Stelsel Fiktif (Fictieve Stelsel) 

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang 

dilegalkan oleh Undang-undang. Sebagai contoh, penetapan besaran angsuran 

pajak di awal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun 

ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu. 

c) Stelsel Campuran 

Pada dasarnya merupakan gabungan dari dua stelsel yang ada yaitu stelsel rill 

dan stesel fiktif. Pada awal tahun pajak mengggunakan stelsel fiktif dan setelah 

akhir tahun menggunakan stelsel rill. Contohnya adalah Pajak Penghasilan. 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

a) Offical Assesment System 

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiscus dengan mengeluarkan 

surat ketetapan pajak. Jadi, dapat dikatakan bahwa wajib pajak bersifat pasif. 

Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang 
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dalam surat ketetapan pajak. Selanjutnya wajib pajak baru aktif ketika 

melakukan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut. 

b) Self Assesment System 

Sistem ini mulai diaplikasikan bersamaan dengan reformasi perpajakan tahun 

1983 setelah terbitnya Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan 

umum perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984.  

Dalam memori penjelasan Undang-undang tesrsebut dinyatakan bahwa anggota 

masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotong 

royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan 

membayar sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi 

perpajakn diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, 

dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. Selain itu, wajib 

pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang 

terutang dan yang telah dibayarkan sebagaimana ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, 

sesuai dengan fungsinya berkewajiban utnuk melakukan pembinaan, penelitian, 

dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak 

berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

c) With Holding Tax System 

Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak 

ketiga. Untuk waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanakaan 

pengenaan PPh dan PPN. 

4. Syarat Pemungutan Pajak 

a) Syarat Keadilan 

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun 

realisasi pelaksanakaannya. 

b) Syarat Yuridis 
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Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang yang ditujukan untuk 

menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk 

negara maupun warganya. 

c) Syarat Ekonomis 

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak 

tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian 

rakyat. 

d) Syarat Finansial 

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan 

tidak boleh melebihi hasil pemungutannya. 

e) Syarat Sederhana 

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk 

memudahkan pelaksanakaan hak dan kewajiban wajib pajak. 

4.  Sistem Tarif 

Dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang 

dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak yaitu fungsi 

budget dan fungsi mengatur. Penentuan besarnya pajak didasarkan pada tarif yang 

telah ditetapkan dengan peraturan perpajakan. Secara umum dikenal empat jenis tarif 

perpajakn, yaitu: 

a) Tarif Proposional 

Tarif ini disebut juga dengan istilah tarif sepadan atau sebanding yaitu tarif 

yang berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak semakin besar beban pajak yang 

terhutang. 

b) Tarif Progresif 

Tarif ini berupa presentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak 

juga meningkat. Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif 

dibedakan menjadi tiga yaitu: 
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1. Tarif Progresif progresif: kenaikan presentase tarifnya semakin besar; 

2. Tarif Progresif Tetap: kenaikan presentase tarifnya tetap; 

3. Tarif Progresif Degresif: kenaikan presentase tarifnya semakin kecil. 

c) Tarif Degresif 

Tarif ini berupa presentase yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar, sehingga merupakan kebalikan dari pajak progresif. 

d) Tarif Tetap 

Tarif ini berupa jumlah yang tetap (sama) untuk berapapun jumlah yang 

dikenai pajak. 

2.1.6 Pengertian Pajak Penghasilan Final (PPh pasal 4 ayat 2) 

Pajak Penghasilan Final (PPh pasal 4 ayat 2) adalah pajak yang dikenakan 

terhadap penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan yang merupakan 

objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang  no. 36 Tahun 2008 tentang 

pajak penghasilan (www.ortax.com/PPhFinal) 

 

2.1.7 Objek Pajak Penghasilan Final (PPh pasal 4 ayat 2) 

Menurut Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, 

yang menjadi objek pajak penghasilan 4 ayat 2 yang bersifat Final antara lain: 

a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, dan 

surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi; 

b) Penghasilan berupa hadiah undian; 

c) Penghasilan dari transaki saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang 

diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh 

perusahaan modal ventura. 
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d) Penghasilan dari transaksi berupa pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah 

dan/atau bangunan; dan 

e) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

2.1.8 Pengertian Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari 

pengalihan hak atas tanah dan bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan bersifat 

Final. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan menurut peraturan pemerintah Nomor 

71 Tahun 2008 adalah: 

a. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, penyerahan hak, lelang, 

hibah atau cara yang disepakati pihak lain selain pemerintah; 

b. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, penyerahan hak, lelang, 

hibah atau cara yang disepakati pihak lain selain pemerintah guna 

pelaksanakaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan 

umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus misalnya penjualan atau 

pelepasan hak tanah kepada pemerintah untuk proyek Rumah Sakit Umum 

dan untuk proyek kampus universitas; 

c. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, penyerahan hak, lelang, 

hibah atau cara yang disepakati pihak lain selain pemerintah guna 

pelaksanakaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan 

umum yang memerlukan persyaratan khusus yaitu pembebasan tanah oleh 

pemerintah untuk proyek-proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, 

bendungan, dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, 

bandar udara, dan fasilitas keselamatan umum. 
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2.1.9 Objek dan Subjek Pajak Pengahasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

Sesuai dengan PMK No.243/PMK.03/2008, yang menjadi objek pajak dan 

subjek penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan yaitu: 

a. Objek pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan adalah 

tanah dan bangunan yang dilelang itu sendiri. 

b. Subjek pajak penghasilan atas penghasilan  dari pengalihan hak atas tanah dan 

bangunan dalam ketentuan pasal 4 yaitu: 

1) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran sendiri pajak 

penghasilannya; 

2) Bendaharawan yang melakukan pembayaran atau pejabat yang 

menyetujui tukar-menukar. 

 

2.1.10 Pengecualian dari pengenaan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan 

Sesuai dengan PMK No.243/PMK.03/2008, yang dikecualikan dari kewajiban 

pembayaran  pajak penghasilan antara lain: 

a. Orang pribadi yang mempunyai Penghasilan Tidak Kena Pajak yang 

melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan dengan jumlah 

bruto pengalihannya kurang dari Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan 

bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; 

b. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh  penghasilan dari 

pengalihan hak atas Tanah dan Bangunan kepada Pemerintah guna 

pelaksanakaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan 

persyaratan khusus; 

c. Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan 

cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, 

badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi 
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atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro yang ketentuannya lebih 

lanjut dengan Perauran Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada 

hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara 

pihak-pihak yang bersangkutan; 

d. Badan yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara 

hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan 

keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau 

orang pribadi yang menjalankan usaha mikro yang ketentuannya lebih lanjut 

dengan Perauran Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada 

hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara 

pihak-pihak yang bersangkutan; 

e. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena warisan. 

 

2.1.11 Tarif dan Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak 

atas Tanah dan Banguanan. 

a) Tarif Pajak Penghasilan 

Tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 

2008 pasal 4 ayat 1 tarif Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau 

bangunan bersifat final, terdiri dari 2 (dua) macam tarif, yaitu: 

1. Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah 

dan atau bangunan; 

2. Sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto pengalihan hak atas rumah 

sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang 

usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. 

b) Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah 

dan Banguanan.. 

Dalam PP No. 71 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 besarnya nilai pengalihan sebagai 

dasar perhitungan besarnya pajak penghasilan yang wajib dibayar sendiri oleh orang 
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pribadi atau badan, atau dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang berwenang, 

adalah nilai tertinggi anatara nilai menurut Nilai Jual Objek Pajak untuk 

penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah dan atau Bangunan yang 

bersangkutan dalam tahun terjadinya pengalihan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk 

memperoleh nilai yang paling tinggi. Sesuai PMK No.106/PMK.06/2013 untuk 

penghitungan pajak penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan 

dari lelang eksekusi, maka dikenakan 5% dari nilai menurut risalah lelang yaitu dari 

pokok lelang bersih. 

Rumus menghitung Pajak Penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan atau 

bangunan dari kegiatan lelang: 

 

 

 

Sedangkan untuk penghitungan bea lelang sesuai PP Nomor 1 tahun 2013, 

maka untuk penjual dikenakan 1,5% dari nilai menurut risalah lelang yaitu dari pokok 

lelang bersih dan untuk pembeli dikenakan 2% dari nilai menurut risalah lelang yaitu 

dari pokok lelang bersih.  

Rumus menghitung Bea Lelang untuk pihak pembeli dari kegiatan lelang: 

 

 

 

Rumus menghitung Bea Lelang untuk pihak penjual dari kegiatan lelang: 

 

 

 

 

2.1.12 Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak 

atas Tanah dan Bangunan dari Lelang Eksekusi 

PPHTB = 5% x Nilai menurut Risalah Lelang (Keseluruhan Harga 

Pokok Lelang) 

 

Bea Lelang = 1,5% x Nilai menurut Risalah Lelang (Keseluruhan 

Harga Pokok Lelang) 

 

Bea Lelang = 2% x Nilai menurut Risalah Lelang (Keseluruhan 

Harga Pokok Lelang) 
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Menurut PMK No.106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanakaan lelang 

dan wawancara langsung dengan bendahara penerima KPKNL Jember. Prosedur 

Pemotongan dan Penyetoran yang dilakukan KPKNL Jember sebagai berikut: 

a) Pembayaran hasil lelang dilakukan oleh pembeli lelang melalui rekening 

penampungan lelang; 

b) Bendahara penerimaan KPKNL langsung melakukan pemotongan sebesar 5% 

(lima persen) untuk Pajak Penghasilan Final, Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yaitu Bea Lelang penjual sebesar 1,5% (satu koma lima persen), pembeli 2% 

(dua persen) dan apabila harga lelang mencapai Rp 60.000.000 maka pembeli 

lelang dikenakan BPHTB sebesar 5% (lima persen); 

c) Hasil pemotongan Pajak Penghasilan Final disetor ke kas negara dengan 

menggunakan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 411128 dan Bea Lelang 

dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 423227. Lampiran pajak 

penghasilan berupa Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetorkan ke Kantor 

Pelayanan Pajak lembar ketiga dan lampiran bea lelang berupa Surat Setoran 

Bukan Pajak (SSBP) disetorkan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan 

Negara (KPPN) serta SSP Lembar kedua; 

d) Penjual dan pemohon lelang diberikan kuitansi hasil bersih setelah dikurangi 

Pajak Penghasilan Final dan bea lelang penjual;  

e) Bendahara Penerima KPKNL Jember menyerahkan dokumen-dokumen 

barang yang dilelang tersebut kepada pemenang lelang beserta risalah lelang 

yang otentik dengan dibebani bea materai sebagai bukti untuk balik nama dan 

sebagainya. 

Surat Setoran Pajak terdiri dari 4 bagian yaitu: 

a) Lembar Pertama untuk arsip wajib pajak; 

b) Lembar Kedua untuk Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN); 

c) Lembar Ketiga Kantor Pelayanan Pajak; 

d) Lembar Keempat untuk Bank Presepsi, Kantor Pos, dan Giro. 
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2.1.13 Lelang 

Sesuai dengan PMK No.106/PMK.06/2013 lelang adalah penjualan barang 

yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang 

semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului 

dengan pengumuman lelang. 

Lelang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 

a. Lelang Eksekusi 

Adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-

dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 

Contoh: Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (Lelang 

Eksekusi Tanah dan Bangunan), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, dan 

Lelang Eksekusi Barang Pailit 

b. Lelang Noneksekusi Wajib 

Adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan 

perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. 

Contoh: Lelang Barang Milik Negara/Daerah, Lelang Barang Usaha Milik 

Negara/Daerah (BUMN/BUMD), dan Lelang Barang Yang menjadi Milik 

Negara-Cukai. 

c. Lelang Noneksekusi Sukarela 

Adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha 

yang dilelang secara sukarela. 

Contoh: Lelang Barang Milik BUMN/BUMD berbentuk persero, Lelang 

Barang Milik Perwakilan Negara Asing, dan Lelang Barang Milik Swasta. 

 

2.1.14 Persiapan dan Pelaksanakaan Lelang 

A. Persiapan Lelang sesuai dengan PMK No.106/PMK.06/2013 yang harus 

dilakukan sebelum lelang adalah: 
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1) Permohonan lelang; 

2) Penjual/pemilik barang; 

3) Tempat pelaksanakaan lelang; 

4) Surat keterangan tanah; 

5) Pembatalan sebelum lelang; 

6) Uang jaminan penawaran lelang; 

7) Nilai limit; 

8) Pengumuman lelang. 

B. Pelaksanakaan lelang sesuai PMK No.106/PMK.06/2013 pelaksanakaan 

lelang terdiri dari: 

1) Pemandu lelang; 

2) Penawaran lelang; 

3) Bea lelang dan uang miskin; 

4) Pembeli Lelang; 

5) Pembayaran dan Penyetoran; 

6) Penyetoran dokumen kepemilikan barang. 

Kemudian pejabat lelang menerbitkan risalah lelang, risalah lelang adalah berita acara 

pelaksanakaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta autentik 

dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. 

 

2.2 Akuntansi Pajak 

2.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak 

Pengertian akuntansi dalam Muljono (2006:1) adalah urutan proses kegiatan 

pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas 

transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran 

terhadap hasilnya. 
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Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada 

peraturan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksankaannya, disebut 

akuntansi pajak. 

 

2.2.2 Fungsi Akuntansi Pajak 

Dalam Muljono (2006:5) fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data 

kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat 

perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan 

keputusan. 

Tujuan Kualitatif akuntansi pajak, yaitu: 

a) Relevan 

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus relevan, 

anatara data yang dimiliki oleh wajib pajak dengan adanya kewajiban ataupun 

hak yang timbul dalam kaitannya perpajakan. 

b) Daya Uji 

Laporan Keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus mempunyai 

daya uji, perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak maupun pihak lain 

termasuk oleh fiskus. 

c) Dapat Dimengerti 

Laporan Keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus dapat 

dimengerti, baik oleh wajib pajak maupun pihak lain termasuk oleh fiskus. 

d) Neteral 

Laporan Keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus netral, tidak 

memihak kepada wajib pajak dan juga tidak memihak kepada pihak lain 

termasuk phak negara (pihak yang sangat berkaitan dengan penerimaan pajak).  

e) Tepat Waktu 

Laporan Keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus tepat waktu, 

sesuai dengan tahun takwim atau tahun buku yang dipergunakan wajib pajak. 
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f) Daya Banding 

Laporan Keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus memiliki 

daya banding, terutama dalam bidang perpajakan. 

g) Lengkap 

Laporan Keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus lengkap, 

tidak terdapat data yang terakumulasi dalam laporan keuangan. 

 

2.2.3 Contoh penghitungan akuntansi pajak dalam kegiatan lelang 

A. Jurnal Akuntansi Pajak dalam KPKNL 

 Kas    Rp xxx.xxx 

 PPh final    Rp xxx.xxx 

B. Jurnal Akuntansi Pajak dalam Wajib Pajak 

PPh Final   Rp xxx.xxx 

 Kas     Rp xxx.xxxx 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah 

sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang mengalami beberapa kali perubahan 

dengan sebuah proses yang panjang dalam Departemen Keuangan diamana KPKNL 

merupakan penyatuan berbagai fungsi pelayanan dalam Departemen Keuangan, yaitu 

pelayanan dalam pengurusan piutang negara, lelang, pengelolaan kekayaan negara, 

dan penilaian kekayaan negara Republik Indonesia didalam satu atap dengan harapan 

demi tercapainya kinerja serta pelayanan yang lebih efektif dan efisien terkait di 

bidang-bidang tugas tersebut. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebelumnya 

bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), karena adanya 

transformasi dan reorganisasi pada tahun 2007 maka KP2LN tidak hanya menangani 

piutang negara dan lelang akan tetapi juga menangani pengelolaan kekayaan negara 

sehingga berganti nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Jember, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 344 Jember. Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki akses transportasi yang 

mudah dijangkau angkutan umum diharapkan bisa lebih memberikan peningkatan 

pelayanan dan kenyamanan terhadap masyarakat pengguna jasa sekaligus 

kenyamanan bagi para pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan 

instansi yang dibawah naungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) wilayah 

X Surabaya dibidang pelayanan pengurusan kekayaan negara dan lelang. 
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Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember meliputi lima kabupaten kota yaitu Jember, Bondowoso, 

Situbondo, Banyuwangi dan Probolinggo. 

 

3.2 Visi dan Misi KPKNL Jember 

3.2.1 Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen 

murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh 

seluruh elemen yang berkepentingan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember menggambarkan suatu bentuk yang menantang tentang keadaan 

masa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan,yaitu “Menjadi pengelola 

kekayaan negara dan piutang negara yang profesional dan bertanggung jawab 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

 

3.2.2 Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

Untuk mewujudkan Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka 

visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yaitu : 

a) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas 

pengelolaan kekayaan negara; 

b) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; 

c) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam 

berbagai kepentingan nilai; 

d) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan 

transparan; 

e) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan 

kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi 

kepentingan masyarakat. 
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3.3 Struktur  Organisasi KPKNL Jember 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi 

serta berbagai wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai suatu organisasi yang 

baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan. 

Suatu organisasi berjalan dengan baik apabila didalam organisasi itu terdapat 

suatu perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas, delegasi kekuasaan, koordinasi, 

hal-hal itu dibentuk untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan 

tanggung jawab. Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember dapat digambarkan sebagai berikut; 

Gambar 3.1 Struktur organisasi KPKNL adalah sebagai berikut: 

NIP. 19710606 199803 2 001

KEPALA KANTOR

AGUS HARI WIDODO

NIP. 19690121 199603 1 002

SEKSI UMUM

ANITA DHAMAJANTI

PELAYANAN PELAYANAN PENILAIAN PIUTANG NEGARA PELAYANAN LELANG HUKUM DAN INFORMASI

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

AGUS BUDI UTOMO JOKO SUSANTO ANDI SUTRISNO WIJI YUDHIHARSO K.P AGUS SETYADI

KEKAYAAN NEGARA

NIP.19740821 199602 1 001 NIP. 19770614 200001 1 001 NIP. 19630223 198603 1 001 NIP. 19791021 200212 1 001 NIP. 19600815 198402 1 001  

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, 2014 

 

 Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing seksi dalam struktur 

organisasi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 
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1) Bertanggung jawab terhadap setiap hasil keputusan piutang dan lelang 

negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); 

2) Memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar menjalankan 

fungsinya sesuai dengan prosedur petunjuk pelaksanaan lelang 

peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

b. Seksi Umum 

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian keuangan tata usaha, 

rumah tangga. Seksi Umum terdiri dari: 

1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian; 

2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan; 

3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata 

usaha, perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana strategi 

laporan akuntabilitas. 

c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara 

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan, 

evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang pengelolaan negara. Dalam 

melaksanakan seksi kekayaan negara menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyusunan bahan bimbingan bisnis, invebtarisasi, pengawasan dan 

evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayan negara; 

2) Penyusanan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, 

pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaan kekayaan negara; 

3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penata usahaan, pertanggung 

jawaban, dan status penguasaan kekuasaan negara; 

4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara. 

d. Seksi Penilaian 

Mempunyai tugas melaksanakan penilaian yang meliputi identifikasi 

permasalahan survey pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penerapan 

metode penelitian, rekonsilasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan 
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penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara sumber daya alam, 

real property, property khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan 

bahan hukum pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek yang 

diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah: 

1) Penyusunan bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, dan 

evaluasi pelaksanaan dibidang penilaian sumber daya alam, property, 

property khusus, dan usaha; 

2) Pelaksanakaan bahan bimbingan terhadap penilaian; 

3) Pelaksanakan kegiatan dibidang penilaian. 

 Dibidang penilaian terdiri dari: 

1) Sub Bagian Sumber Daya Alam 

Sub bagian sumber daya alam mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi dan 

bimbingan teknis penelitian serta pelaksanaan kegiatan dibidang 

penilaian sumber daya alam. 

2) Sub Bagian Property 

Sub bagian peniitian property mempunyai tugas melakukan bahan 

bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi dan bimbingan 

teknis penelitian, pengelolaan data dan informasi, bimbingan terhadap 

penilaian serta pelaksanakaan kegiatan dibidang penilaian property. 

3) Sub Bagian Penilaian Property Khusus dan Usaha 

Sub bagian penilaian property mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi dan 

bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan atau informasi, 

bimbingan terhadap penilaian serta pelaksanakan kegiatan dibidang 

penilaian property. 

e. Seksi Piutang Negara 
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Tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piutang negara serta 

pemeriksaan kemampuan penanggungan hutang atau pinjaman hutang dan 

eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan pemberian keringanan hutang, 

pengusulan, pencegahan dan pelaksanakan paksa badan, penyiapan 

penimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara serta bimbingan 

teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau 

barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau pinjaman 

hutang. Dalam melakukan tugas, seksi piutang negara menjalankan fungsi: 

1) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis dan pemantuan 

pelaksanakaan; 

2) Penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara; 

3) Pelaksanakan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan 

keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan 

atau penyelesaian piutang negara; 

4) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengutusan 

piutang negara; 

5) Pelaksanakaan penggalian potensi piutang negara; 

6) Pelaksanakaan pengurusan piutang negara; 

7) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan 

pemantauan pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran barang 

jaminan. 

Bidang Piutang Negara terdiri dari: 

1) Sub Bagian Piutang Negara I 

Sub bagian piutang negara I mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanakaan penetapan, 

penagihan dan eksekusi, pertimbangan atas usul penghapusan 

keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan 

atau penyelesaian piutang negara, bimbingan teknis atau vertifikasi 
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pengurusan, penggalian potensi dan pengurusan piutang negara 

lingkup I, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan 

keputusan Direktur Jenderal. 

2) Sub Bagian Piutang Negara II 

Sub bagian piutang negara II mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksankaan penetapan, 

penagihan dan eksekusi, pertimbangan usul penghapusan, keringanan 

hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau 

penyelesaian piutang negara lingkup II, yang pembagian kerjanya 

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jendral. 

3) Sub Bagian Pengelolaan Barang Jaminan 

Sub bagian pengelolaan barang jaminan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanakan 

pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak 

ditemukan pemilik penanggung hutang atau pinjaman hutang serta 

pengelolaan dan pemantuan pelaksanakaan pengamananan, 

pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

f. Seksi Pelayanan Lelang 

Seksi lelang mempunyai tugas melakuakan bimbingan teknis, penggalian 

potensi, pemantuan, evaluasi, vertifikasi, dan pengembangan lelang dan 

bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pengawasan lelang. 

Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan: 

1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, 

evaluasi, vertifikasi risalah lelang dan pembangunan; 

2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang; 

3) Pelaksanakaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan; 

4) Penyiapan hasil lelang, bahan bimbingan dan pelaksanakaan 

pengawasan lelang, dan profesi penjabatan lelang. 
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Bagian lelang terdiri dari: 

1) Sub Bagian bimbingan Lelang I 

Sub bagian bimbingan lelang I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, 

dan evaluasi. Vertifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, 

pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja lelang, dan pembukuan hasil 

lelang I, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Direktur Jenderal. 

2) Sub Bagian Bimbingan Lelang II 

Sub bagian lelang II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

bimbingan teknis, pengalihan potensi, pemantauan, evaluasi, 

vertifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan lelang. 

Pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang lingkup II, 

yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Direktur Jenderal. 

3) Sub Bagian Jasa Usaha Jasa Lelang 

Sub bagian jasa usaha lelang dan pejabat lelang mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanakaan 

pengawasan usaha jasa lelang dan profesi penjabat lelang.  

g. Seksi Hukum dan Informasi 

Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanakaan pelayanan bantuan 

hukum penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan 

negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang; 

2) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, pelaporan 

dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; 

3) Pelaksanakaan vertifikasi pengurusan piutang negara dan lelang; 
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4) Pelaksanakaan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usaha 

berkas pengurusan piutang negara; 

5) Pelaksanakaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang 

kekayaan negara penilaian, pitang negara, dan lelang; 

6) Pelaksanaan pengelolaan negara dan lelang. 

Badan Hukum dan Informasi terdiri dari: 

1) Sub Bagian Bantuan Hukum 

Sub bagian bantuan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penelaah 

hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, 

pengurusan piutang negara dan lelang. 

2) Sub Bagian Seksi Vertifikasi 

Sub bagian vertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

bimbingan teknis pemantuan, evaluasi dan pelaporan dibidang 

kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang. Selain itu juga 

bagian ini melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan 

penata usahaanberkas pengurusan piutang negara dan vertifikasi 

pengurusan piutang negara, dan lelang. 

3) Sub Bagian Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi 

Sub bagian pengolahan data dan layanan informasi mempunyai tugas 

melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang 

kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, serta 

pengolahan jaringan komunikasi data. 

 

3.4 Personalia Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara dan Lelang Jember 

Bidang ketenaga kerjaan pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan 

mengelola sumber dayan manusia yang ada dalam perusahaan, hal penting yang 

berkaitan dengan sumber daya manusia antara lain masalah jumlahn karyawan dan 
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klasifikasinya, hari dan jam kerja, sistem penggajian tenaga kerja, promosi kenaikan 

jabatan dan kesejahteraan karyawan, jumlah tenaga kerja dalam KPKNL, cabang 

jember adalah sebanyak 41 orang. 

 

3.4.1.  Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember 

Dalam menjalankan kegiatan KPKNKL Jember menetapkan jam kerja yang 

harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain: 

Tabel 3.1: Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember 

Hari Kerja Jam Kerja I Istirahat Jam Kerja II 

Senin s/d Kamis 07.30 - 12.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB 13.30-17.00WIB 

Jum’at 07.15 - 11.30 WIB 11.30 - 13.00 WIB 13.00-17.00WIB 

Sabtu dan Minggu Libur Libur 
 

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, Tahun 2015. 

 

3.4.2.  Promosi Kenaikan Kerja KPKNL Jember 

Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

dalam mempromosikan karyawannya menitikberatkan pada Daftar Penilaian 

Pelaksanakaan Pekerjaan (DP3). Dalam DP3 unsur yang dinilai adalah: 

a. Kesetiaan; 

b. Prestasi Kerja; 

c. Tanggung Jawab; 

d. Ketaatan; 

e. Kejujuran; 

f. Kerja Sama; 

g. Prakarsa; 

h. Kepemimpinan. 

Promosi karyawan ini selain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja 

(pegawai) dalam suatu instansi, juga merupakan bentuk motivasi instansi kepada 
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pegawainya agar terus maju dan berkembang. Penetapan keputusan kenaikan pangkat 

kegolongan sampai dengan kegolongan yang jenis kenaikan pangkatnya merupakan 

kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat empat tahun dalam pangkat terkahir. 

 

3.4.3.  Kesejahteraan Karyawan KPKNL Jember 

Bentuk kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh KPKNL Jember selain 

berasal dari gaji juga berasal dari tunjangan yang diberikan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Beberapa bentuk tunjangan yang diberikan yaitu: 

a. Tunjangan Jabatan Struktural 

Tunjangan jabatan struktural diberikan oleh KPKNL (Departemen Keuangan) 

Jember berdasarkan tingkat dan jenis jabatan yang dibayarkan bersamaan 

dengan pembayran gaji tiap bulan. Pegawai negeri yang menjabat lebih dari 

satu jabatan struktural yang tertinggi jumlahnya dari pejabat sementara, 

berhak atas tunjangan jabatan struktural mulai bulan awal. 

b. Tunjangan Cuti 

Tunjangan Cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil terdiri dari cuti 

sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, cuti diluar 

tanggungan negara. Cuti besar dapat digunakan oleh pegawai negeri yang 

bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama, seperti menunaikan ibadah. 

 

3.4.4 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan KPKNL 

Jember 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) dalam meningkatakan kinerja karyawan adalah dengan melakukan 

beberapa cara yaitu: 

a. Pengarahan Penyuluhan 
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Peningkatkan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan melakukan adanya penyuluhan yang 

dilakukan setiap satu bulan sekali. Adapun pengarahan ini diberikan oleh 

kepala kantor untuk menilai dan meninjau kembali terhadap kinerja yang 

dilakukan selama satu bulan, hal itu dilakukan supaya bisa menjadi lebih baik 

untuk hari-hari kedepannya. 

b. Mutasi Intern atau Pemutaran Antar Seksi 

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah 

dengan dilakukannya mutasi antar seksi, dimana supaya tidak terjadi 

kebosanan dalam bekerja yang akhirnya berakibat pada penurunan kinerja 

karyawan. Pemindahan karyawan antar seksi tentunya merupakan kebijakan 

dari kantor sendiri agar karyawan tidak merasa bosan dengan pekerjaan yang 

monoton, meskipun pekerjaan yang dihadapi berbeda tetapi dengan 

berjalannya waktu seorang karyawan dapat menyesuaikan pekerjaan yang 

dihadapinya. Dengan adanya pekerjaan yang baru maka karyawan akan 

tertang untuk melakukannya sehingga kinerja karyawan pun akan ikut 

meningkat. Pada perputaran antar seksi ini dalam pelaksanaan maupun lama 

waktu perpindahan ditentukan oleh kepala kantor. 

 

 

 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

35 

 

 BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

 

 

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek kerja nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk 

memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md ), khususnya di bidang perpajakan. Dengan 

adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan 

Praktek Kerja Nyata atau Magang apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 

90 sks dari jumlah total 114 sks yang harus diselesaikan. 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik Negara 

maupun perusahaan milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi 

yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan 

program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan. 

Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, 

antara lain: 

1. Pembekalan 

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan 

yang diberikan oleh pihak Fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek 

Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan 

ini wajib diikuti oleh mahasiwa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata; 

2. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata 

diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata 

yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat 

yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi 

Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan; 
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3. Observasi 

Observasi di lokasi Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan sebelum memberikan 

proposal kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima, maka selanjutnya 

memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada 

instansi; 

4. Surat Balasan 

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi telah 

menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak 

fakultas di bagian Prodi DIII-Perpajakan; 

5. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang 

dimaksud. 

 

4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Paktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Jember yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No. 344 Jember. 

 

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas yaitu 

dimulai dari tanggal 16 Februari sampai dengan 16 Maret 2015 di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Jember. 

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di 

Dinas pasar Kabupaten Jember yaitu: 
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Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang Jember 

Hari Kerja Jam Kerja I Istirahat Jam Kerja II 

Senin s/d Kamis 07.30 - 12.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB 13.30-17.00WIB 

Jum’at 07.15 - 11.30 WIB 11.30 - 13.00 WIB 13.00-17.00WIB 

Sabtu dan 

Minggu 
Libur Libur 

 

 

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu 

dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan metode interview 

atau dengan mengadakan komunikasi tanya jawab langsung dengan pihak yang 

bersangkutan khususnya dalam menangani bidang lelang. Selain itu juga tidak lepas 

dari beberapa panduan berupa buku-buku, Undang-Undang Perpajakan khususnya 

tentang Penagihan Pajak dan Sengketa Pajak serta sumber- sumber lainnya. 

 

4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

4.3.1 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Jember yang dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut ini: 
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Tabel 4.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata 

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penanggung Jawab 

(a) (b) (c) 

Senin, 16 Februari 2015 Hari pertama magang 

menemui Bapak Rahmat 

menyampaikan bahwa 

sudah mulai magang dan 

Bapak Rahmat kemudian 

menempatkan di masing-

masing seksi. Penempatan 

minggu pertama di Seksi 

Penilaian. 

1. Ibu Anita Dhamajanti 

selaku Kepala Seksi 

Umum KPKNL Jember 

 

 Input data penilaian ke 

website Direktoral 

Jenderal Kekayaan 

Negara dengan no laporan 

169-188. 

2. Bapak Putu selaku staf 

seksi Penilaian 

Selasa, 17 Februari 2015 Menulis Nomer Laporan 

di Buku Penilaian 

Penugasan Lainnya. 

1. Ibu Yuyun selaku staf 

seksi Penilaian 

 Input data penilaian 

pemanfaatan Barang 

Milik Negara (BMN) ke 

website Direktoral 

Jenderal Kekayaan 

Negara 

2. Bapak Putu selaku staf 

seksi Penilaian 
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Rabu, 18 Februari 2015 Input data Inventaris pada 

Microsofot Excel 

1. Ibu Yuyun selaku 

staf seksi Penilaian 

 Menghitung Nilai Wajar 

dan Input ke Microsoft 

Excel 

2. Ibu Yuyun selaku 

staf seksi Penilaian 

 Menulis Nomor Laporan 

Penialaian Pemkab 

3. Ibu Yuyun selaku 

staf seksi Penilaian 

Kamis, 19 Februari 2015 

       Libur 

 

 

 

(a) (b) (c) 

Jum’at, 20 Februari 2015 

Input data pemindahan dan 

pemanfaatan Barang Milik 

Negara ke Microsofot Excel 

Bapak Putu selaku staf 

seksi Penilaian 

Senin, 23 Februari 2015 Mengetik daftar jadwal 

sidang untuk bulan Maret 

2015 

Bapak Agus Setyadi 

selaku Kepala Seksi 

Hukum dan Informasi 

Selasa, 24 Februari 2015 Menghitung Biaya 

Administrasi dan Jumlah 

Hutang atas penyerahan 

piutang untuk Dinas 

Peternakan Jember 

Ibu Indah selaku Staf 

Seksi Hukum dan 

Informasi 

Rabu, 25 Februari 2015 Membuat surat balasan 

untuk Seksi Piutang 

Negara 

Ibu Indah selaku Staf 

Seksi Hukum dan 

Informasi 

Kamis, 26 Februari 2015 Membuat Laporan Sidang 

untuk Laporan bulan 

Ibu Grace selaku Staf 
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Februari Seksi Hukum dan 

Informasi 

Jum’at, 27 Februari 2015 Mengarsipkan dan mencatat 

Nota Dinas pada buku surat 

keluar 

Ibu Grace selaku Staf 

Seksi Hukum dan 

Informasi 

Senin, 2 Maret 2015 Membuat Salinan Risalah 

Lelang untuk Bank 

Danamon 

Bapak Mariono selaku 

Staf Seksi Lelang 

Selasa, 3 Maret 2015 Membuat Laporan 

Realisasi Lelang 

Bapak Anto selaku Staf 

Seksi Lelang 

Rabu, 4 Maret 2015 Mencatat surat masuk 

permohonan Lelang 

Eksekusi  Hak 

Tanngungan 

Bapak Ibnu Soni selaku 

Staf Seksi Lelang 

 

(a) (b) (c) 

Kamis, 5 Maret 2015 

Menghitung besarnya 

Pajak Penghasilan Final 

yang dipungut dari 

Lelang Eksekusi Hak 

Tanggungan atas 

Pengalihan Hak atas 

Tanah dan atau Bangunan 

Bapak Anto selaku Staf 

Lelang 

 Menghitung besarnya bea 

lelang atas eksekusi Hak 

Tanggungan atas 

Pengalihan Hak atas 

Bapak Anto selaku Staf 

Lelang 
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Tanah dan atau bangunan 

Jum’at, 6 Maret 2015  
Membuat Risalah Lelang 

untuk Bank Danamon 

1. Bapak Anto selaku 

Staf Lelang. 

 Menghitung besarnya 

Pajak Penghasilan Final 

dan bea lelang atas lelang 

eksekusi Hak 

Tanggungan 

2. Ibu Veronica selaku 

Bendaharawan 

Penerimaan. 

Senin, 9 Maret 2015 Menginput Wasdal 

daerah Situbondo ke 

Microsoft Excel 

Bapak Agus Budi Utomo 

selaku kepala staf 

pelayanan kekayaan 

negara 

Selasa, 10 Maret 2015 Menscan laporan-laporan 

wasdal daerah jember dan 

probolinggo  

Bapak Agus Budi Utomo 

selaku kepala staf 

pelayanan kekayaan 

negara 

 

(a) (b) (c) 

Rabu, 11 Maret 2015 Menginput Wasdal daerah 

Bondowoso ke Microsoft 

Excel 

Bapak Domas Selaku staf 

pelayanan kekayaan 

negara 

Kamis, 12 Maret 2015 Mencatat beberapa surat 

masuk dan melaporkan ke 

sekertaris  

1. Bapak Domas Selaku 

staf pelayanan 

kekayaan negara 

 Mengecek e-mail KPKNL 2. Bapak Domas Selaku 

staf pelayanan 

kekayaan negara 
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Jum’at, 13 Maret 2015 Membantu persiapan 

untuk acara sosialisasi 

tentang aplikasi Simantap 

Bapak Agus Budi Utomo 

selaku kepala staf 

pelayanan kekayaan 

negara 

Senin, 16 Maret 2015 Melengkapi data-data 

yang diperlukan untuk 

Laporan Tugas Akhir di 

Seksi Lelang 

Bapak Wiji selaku kepala 

staf lelang 

 Berpamitan kepada 

seluruh staf Kantor 

Bapak Rahmat selaku staf 

bagian umum 

 

4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata 

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis  setelah melaksanakan Kegiatan 

Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan 

kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan; 

b. Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang 

telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik; 

c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata 

(PKN) ke akademik; 

d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN). 

 

4.4 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

4.4.1 Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Jember 

Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 
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dikenakan berdasarkan alur lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember, merupakan salah satu instansi yang khususnya menangani tentang 

layanan lelang. Biasanya pihak yang mengajukan permohonan lelang adalah Wajib 

Pajak Badan (Pihak Kreditor bank yang dominan adalah Bank Danamon yang 

mempunyai masalah terkait dengan tunggakan hutang dari pihak debitor wanprestasi 

dengan memberi jaminan berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan atau 

bangunan, untuk Lelang Eksekusi atas Tanah dan atau bangunan), permohonan lelang 

dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada KPKNL 

Jember dan dengan melampirkan fotokopi dokumen-dokumen barang yang akan 

dilelang. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember akan 

melakukan verfikasi terhadap fotokopi dokumen-dokumen tersebut apabila berkas 

tersebut telah lengkap maka KPKNL Jember akan mengeluarkan penetapan tanggal, 

hari, dan jam lelang. Setelah itu pemohon lelang melakukan pengumuman lelang 

melalui selembaran atau penguman tempel, dan pengumuman lelang yang kedua 

melalui surat kabar. Barang tersebut akan ditawarkan, dijual atau ditahan oleh pejabat 

lelang berdasarkan harga limit yang akan ditetapkan oleh penjual (Bank Danamon). 

Peserta lelang dapat mengajukan penawaran lelang setelah menyetorkan uang 

jaminan penawaran lelang sesuai dengan pengumuman lelang. 

Harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk bea lelang 

dan uang miskin yang dikenakan oleh pembeli. Peserta lelang mengajukan penawaran 

tertinggi dan telah mencapai atau melampaui harga limit, yang ditetapkan penjual, 

disahkan sebagai pembeli oleh pejabat lelang saat melaksanakan lelang. Pelunasan 

kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli harus dilakukan secara tunai paling 

lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanakaan lelang. Pembeli tidak diperkenankan 

mengambil atau menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban 

pembayaran lelang. 
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Pajak Penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebesar 

5% dipungut berdasarkan PP No.71 tahun 2008, Pajak Penghasilan tersebut dipotong 

dan disetor oleh bendahara penerima KPKNL (offical assesment system). Hasil lelang 

setelah dipotong pajak penghasilan dan bea lelang akan ditransfer ke rekening kas 

Mata Anggran Penerimaan 411128 dan bea lelang disetor ke rekening kas negara 

Mata Anggran Penerimaan 423227. Setelah proses pemotongan hasil lelang maka 

penjual dan pembeli diberi kutipan risalah lelang sebagai bukti autentik dari kegiatan 

pengalihan hak atas tanah dan bangunan. 

 

4.4.2 Subyek, Obyek, dan Sistem Pumungutan Pajak Penghasilan Final atas 

Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Subjek Pajak dari Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah 

dan Bangunan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

adalah Bendaharawan KPKNL Jember karena bendahara KPKNL Jember yang 

melakukan pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan terhadap penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan bangunan, yang menjadi Obyek Pajak Pajak 

Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah penghasilan 

yang diterima atau diperoleh Bank Danamon dari pengalihan hak atas tanah dan 

bangunan. Dan yang menjadi wajib pajak adalah Bank Danamon. 

 Sistem Pemungutan yang digunakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember khususnya Pajak Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan 

Hak atas Tanah dan Bangunan menggunakan Offical Assesment System yang 

merupakan suatu system pungutan pajak yang memberikan wewenang kepada 

Bendahara Penerimaan KPKNL Jember untuk memungut dan memotong pajak 

penghasilan final atas tanah dan bangunan.  
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4.4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

Tanah dan Bangunan dengan SHM No.27 luas 1450 m
2
 atas nama Muhdari al. 

Pak Zuhri Rizal terletak di Desa Kedungulon Kecamatan Assembagus Kabupaten 

Situbondo. Harga Jual Rp 40.000.000,- dalam hal ini salah satu peserta lelang yang 

bernama Erwin Sandy Utama mengajukan penawaran tertinggi dan mencapai harga 

limit, oleh Pejabat lelang disahkan sebagai pemenang lelang/pembeli. 

Penghitungan Pajak Penghasilan atas Tanah dan Bangunan, yaitu sebagai berikut: 

Pokok Lelang    Rp. 40.000.000 

Pajak Penghasilan Final  (Rp.  2.000.000) 

Bea Lelang Penjual    (Rp.      600.000) 

Hasil Bersih     Rp. 37.400.000 

Cara penghitungan pajak penghasilan final = 5% x Rp. 40.000.000  

              = Rp 2.000.000 

Cara penghitungan Bea Lelang Penjual      = 1,5% x Rp. 40.000.000 

              = Rp 600.000 

(SSP Terlampir) 

Jurnal Akuntansi Pajak bendahara penerima KPKNL Jember saat melakukan 

pemotongan: 

Kas  Rp. 2.000.000 

 PPh Final  Rp. 2.000.000 

Jurnal Akuntansi Akuntansi Pajak bendahara penerima KPKNL Jember saat 

melakukan penyetoran: 

PPh Final  Rp. 2.000.000 

 Kas   Rp. 2.000.000 
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4.4.4 Alur Lelang 

Prosedur pelayanan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember telah diatur dalam PMK No.106/PMK.06/2013. Berdasarkan 

ketentuan tersebut maka alur pelaksanakaan lelang dan pengenaan pajak penghasilan 

final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat digambarkan sebagai 

berikut:     

4.1 Bagan Alir Lelang 

                    1                                     3  

 2 

  

                                                                                                  4 

      11 

 

                                                                                                  6 

 5 

 

  

                                                                     7 

                          9                                                 8 

                                                                            12 

                                                    10 

 

 

Sumber: Hasil wawancara dengan Pejabat Lelang dan PMK No.106/PMK.06/2013  

Pemohon 

Lelang 

KPKNL Pengumuman 

Lelang 

Peserta 

Lelang 

Bendahara 

Penerima KPKNL 

Pelaksanaka

an Lelang 

Pemenang 

Lelang 

Bank 

Laporan ke KPP dan 

KPPN 
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Keterangan: 

1. Pemohon lelang mengajukan surat permohonan lelang kepada KPKNL 

dengan melampirkan fotokopi dokumen-dokumen barang yang dilelang. 

Dokumen Persyaratan Lelang yang bersifat umum untuk semua jenis lelang 

terdiri dari: 

A. Surat permohonan lelang; 

B. Salinan/fotokopi surat keputusan penunjukkan penjual; 

C. Daftar barang yang akan dilelang; 

Dokumen persyaratan lelang eksekusi untuk pengalihan hak atas tanah dan 

bangunan (Hak Tanggungan) terdiri dari: 

A. Salinan/fotokopi perjanjian kredit; 

B. Salinan/fotokopi sertfikat hak tanggungan dan akta pemberian hak 

tanggungan; 

C. Fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan; 

D. Salinan/fotokopi perincian hutang; 

E. Salinan/fotokopi bahwa: 

a. Debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan; 

b. Debitor telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan atau 

penetapan involves; 

c. Debitor merupakan bank dalam likuidasi; 

F. Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan 

bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan 

pidana; 

G. Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanakaan lelang 

kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelum 

lelang dilaksanakan; 

H. Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya 

menyatakan bahwa nilai limit ditetapkan berdasarkan hasil penilaian 
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penilai dengan menyebutkan nama penilai, nomor, dan tanggal 

pelaporan; 

2. KPKNL Jember melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut 

apabila berkas tersebut sudah lengkap maka KPKNL akan mengeluarkan 

penetapan tanggal, hari, dan jam lelang. 

3. Pemohon lelang melakukan pengumuman lelang melalui selembaran atau 

pengumuman melalui surat kabar harian. 

Pengumuman Lelang paling sedikit memuat: 

a. Identitas penjual; 

b. Hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksankaan lelang dilaksanakan; 

c. Jenis dan jumlah barang; 

d. Lokasi, luas tanah, jenis hak. Dan ada atau tidaknya bangunan, khusus 

untuk barang bergerak; 

e. Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak; 

f. Waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang; 

g. Jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan 

tempat penyetoran, dalam hal diisyaratkan adanya jaminan penawaran 

lelang; 

h. Nilai Limit; 

i. Cara penawaran lelang; 

j. Jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh pembeli; 

k. Alamat domain KPKNL yang melaksanakan lelang khusus untuk 

penawaran lelang melalui e-mail. 

4. Terdapat peserta lelang. 

5. Peserta lelang menyetorkan uang jaminan lelang kepada bendahara penerima 

KPKNL Jember melalui rekening penampungan lelang. 

6. Peserta lelang mengikuti pelaksanakaan lelang yang dilaksanakan pejabat 

lelang. Penawar yang tertinggi disahkan sebagai Pemenang Lelang. 
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7. Terdapat Pemenang Lelang. 

8. Pemenang Lelang harus membayar harga lelang, bea lelang, pajak 

penghasilan dan kewajiban lain ke Bendahara penerima KPKNL Jember. 

9. Bendahara Penerima KPKNL Jember menyetorkan pajak dan bea lelang ke 

Bank dengan rekening kas negara MAP 411128 untuk pajak dan rekening kas 

negara MAP 423227 untuk Bea lelang. 

10. Setelah menyetorkan ke bank, Bendahara melaporkan Pajak Penghasilan yang 

telah dipotong Ke Kantor Pelayanan Pajak dan melaporkan Bea Lelang yang 

telah dipungut Ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 

11. Setoran hasil bersih lelang setelah dikurangi bea lelang penjual serta pajak 

penghasilan final maka diserahkan kepada pemohon lelang. 

12. Bendahara Penerima KPKNL Jember menyerahkan dokumen-dokumen 

barang yang dilelang tersebut kepada pemenang lelang berserta risalah lelang 

yang otentik dengan dibebani bea materai sebagai bukti untuk balik nama dan 

sebagainya. 

 

4.5 Penilaian Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan 

Hak atas Tanah dan Bangunan 

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember selama kurang lebih 1 bulan, penulis 

mempunyai penilaian terhadap kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember terutama dalam pemotongan dan penyetoran pajak 

penghasilan final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Lelang 

Eksekusi, Pemotongan dan Penyetoran dilakukan oleh bendahara penerima KPKNL 

Jember dan sistem yang digunakan adalah offical assessment system. KPKNL 

memiliki kelebihan yaitu pelaksankaan proses pemotongan dan penyetoran yang 

dilakukan bendaharawan baik dan tertata, selain itu dengan diterapkannnya sistem 

offical assessment system lebih memudahkan wajib pajak untuk menyelesaikan 
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tanggung jawab perpajakannya karena dalam offical assessment system wajib pajak 

bersifat pasif. Selain itu KPKNL merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bisa 

menangani lelang sedangkan lembaga yang lain seperti Perseroan Terbatas, 

kepolisian atau yang lain hanya bisa melakukan penyitaan. 

Selain memiliki kelebihan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember dalam bidang lelang memiliki kekurangan yaitu permasalahan 

dalam upaya pencapaian target hasil lelang ada beberapa macam, baik permasalahan 

prosedural seperti kurangnya sosilalisasi kepada masyarakat luas sehingga 

masyarakat kurang memahami tentang cara pelaksanakaan pelayanan lelang. Selain 

itu permasalahan tentang nama uraian pembayaran pada Surat Setoran Pajak (SSP) 

Pembayaran Pajak Penghasilan atas pengalihan atas  hak tanah dan bangunan 

merupakan Pajak Penghasilan final yang seharusnya ditulis PPh 4 ayat 2 bukan PPh 

pasal 25. Mungkin dalam pelaksanakaan lelang tidak mempengaruhi alur lelang akan 

tetapi dalam perpajakan itu, menyalahi undang-undang yang ditetapkan dan 

pengertian dan kegunaan Pajak Penghasilan Final dengan Pajak Penghasilan 25 

sangat berbeda.  
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BAB 5. PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, maka dapat 

ditarik kesimpulan Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Jember adalah: 

1. Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

dikenakan berdasarkan alur lelang. 

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sudah 

melaksanakan pemungutan, perhitungan,  penyetoran dan pelaporan Pajak Pajak 

Penghasilan Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan 

prosedur dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008.  

3. Pembayaran yang digunakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember khususnya Pajak Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan menggunakan Offical Assesment System yang 

merupakan suatu system pungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiscus 

untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.  

 

5.1 Saran  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan 

kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember, penulis memberikan saran kepada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebagai berikut: 
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1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember agar 

memberikan pelayanan yang semakin baik dan semakin efektif sesuai dengan 

ruang lingkup tugas dan fungsinya. 

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember agar lebih 

meningkatkan pemahaman dalam bidang perpajakan supaya tidak terjadi 

kekeliruan tentang perpajakan. 

3. Meningkatkan kerja sama yang lebih baik lagi dengan Kantor Pelayanan Pajak. 
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